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Abstrak: 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional pada Tahun Anggaran 2017 menerbitkan buku Anotasi Putusan 
Pengadilan Mengenai Pertanahan tentang Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. 
 
Buku ini berisi putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pembatalan 
Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht 
van gewijsde), balk yang ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama, 
tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), sebagaimana terdapat dalam 
Hukum Acara Tata Usaha Negara maupun dalam Hukum Acara Perdata. 
 
Beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan ini adalah: 
1. Konsistensi putusan-putusan pengadilan di bidang Hukum Tanah khususnya 
mengenai Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah. 
2. Kritik atau kornentar terhadap putusan-putusan pengadilan yang ada berdasarkan 
kaedah atau norma Hukum Pertanahan yang berlaku. 
3. Memberikan masukan tentang bagaimana seyogyanya 
menerapkan dan mengimplemetasikan aturan aturan pertanahan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Kegiatan Anotasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas dan kesesuaian putusan 
pengadilan mengenai pertanahan terhadap penerapan peraturan perundang-
undangan khususnya (LEX SPECIALIS) dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pertanahan terkait pembatalan sertipikat hak atas tanah. 
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